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ABSTRAK 

Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan 

diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk 

memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental 

para pegawai negeri.. Berdasarkan hasil penelitian bagaimana pembuktian 

pelanggaran tindak pidana pungutan liar yang di tinjau dari UU no. 31 tahun 199 

juncto UU no. 20 tahun 2001 adalah dengan meminta biaya terhadap setiap orang 

yang melakukan pengurusan surat tanah, padahal seharusnya pengurusan surat 

tanah tersebut tidak ada dikenakan biaya seperti yang dilakukan terhadap 

masyarakat yang mengurus penggantian surat tanah diharuskan menyerahkan 

uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah 

tersebut. Bagaimana upaya kepolisian dalam menghentikan tindak pidana 

pungutan liar yanng terjadi di birokrasi masyarakat kota Medan adalah Upaya 

preventif dengan mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya 

melalui kegiatan pembentukan Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya 

pungli di lingkungan masyarakat dan membuka portal pengaduan masyarakat 

secara online.  
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 ABSTRACT  
 

Extortion is a disgraceful act committed to benefit oneself by abusing power, 

forcing others to provide financial benefits, violating trust and damaging the 

mentality of civil servants. 31 year 199 juncto Law no. 20 of 2001 is to ask for a 

fee from everyone who arranges for land certificates, even though there should be 

no fee for the processing of land certificates, as was done for the people who 

arrange for the replacement of land certificates, they are required to hand over 

Rp. 10,000,000.- (ten million rupiah) for the processing of the land certificate. 

What are the efforts of the police in stopping criminal acts of extortion that occur 

in the bureaucracy of the people of the city of Medan is a preventive effort by 

prioritizing prevention efforts in handling it through the activity of forming a 

Saber Extortion Team to prevent extortion in the community and opening online 

public complaint portals. 
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